
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR  2    TAHUN 2010 

 
TENTANG 

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 

Menimbang : a.  bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat 

memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta 

jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat 

pesisir; 

b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu, 

agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan dengan pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan 

pelestarian sumberdaya pesisir yang berwawasan lingkungan serta 

pemberdayaan masyarakat pesisir; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;   

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1646) Jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota 

Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);  
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 te ntang Konvensi Perserikatan 

 mberdaya 

 ntang Konvensi Perserikatan 

n 1996 tentang Perairan Indonesia 

bitrase dan Alternatif 

lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

esia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan 

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 3319); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Su

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3299); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 te

Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3556); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ar

Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387); 

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Repub

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4310); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indon

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 
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er Daya Air (Lembaran 

mbentukan Peraturan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

un 2004 Nomor 125, Tambahan 

esia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan 

Tambahan 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumb

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pe

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indon

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
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Nomor 68, Tambahan 

ublik Indonesia Tahun 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Tambahan Lembaran 

 Republik Indonesia  

 Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

an/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 

baran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 

ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan 

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Rep

2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4739); 

19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 

Negara 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam 

dan Pelestarian

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3776); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran d

Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3816); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (Lem

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3838); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban 

Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia 

(Lembaran Neg
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ran Negara 

n Negara Republik 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

 Indonesia Nomor 4211); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban 

Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut 

Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lemba

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4210); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembara

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan  Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 112, 

Nomor 4761); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 42

4842); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lem

31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat 

Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik

32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan 


